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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Pengujian regresi berganda untuk menguji penerimaan hipotesis 

pertama (parsial) ditemukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

berpengaruh signifikan terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan 

Bermotor Roda Empat Pada PT. Nenggapratama Mobilindo Kota 

Gorontalo. 

2. Pengujian regresi berganda untuk menguji penerimaan hipotesis 

kedua (parsial) ditemukan bahwa Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Daya Beli Konsumen 

Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Nenggapratama 

Mobilindo Kota Gorontalo. 

3. Pengujian regresi berganda untuk menguji penerimaan hipotesis ketiga 

(simultan) ditemukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan 

Bermotor Roda Empat Pada PT. Nenggapratama Mobilindo Kota 

Gorontalo. Hasil R Square adalah sebesar 0,296. Nilai ini menunjukan 

bahwa sebesar 29,6% variabilitas Daya Beli Konsumen Kendaraan 

Bermotor Roda Empat Pada PT. Nenggapratama Mobilindo Kota 
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Gorontalo dapat dijelaskan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sedangkan sisanya 

sebesar 70,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut yakni konsumsi, tingkat 

pendapatan konsumen hingga kredit dari konsumen tersebut 

 
5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya fiskus terus mengupayakan pendapatan dengan negara 

namun dengan cara memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat 

dalam membeli suatu barang. Langkah konkrit yang perlu dilakukan 

yakni dengan mengeluarkan sebuah regulasi bahwa PPN sebaiknya 

pembebanannya harus tepat oleh pengusaha, jangan pajak tersebut 

menjadi celah bagi pengusaha dalam meningkatkan secara drastis 

harga atau OTR dari suatu barang atau dalam hal kendaraan roda 

empat (mobil). 

2. Sebaiknya fiskus harus lebih optimal diterapkan dengan 

memperhatikan aspek penggunaan barang mewah tersebut. Jika 

sifatnya barang tersebut untuk kegiatan konsumtif maka tidak 

mengapa jika PPnBM-nya tinggi atau bahkan dikenakan tarif 

pajakmagresif, namun apabila barang tersebut untuk kegiatan produktif 

seperti usaha maka sepatutnya pemerintah memperhatikan aspek 

penting tersebut.  
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3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan variabel lain yang secara teori dapat 

mempengaruhi Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda 

Empat. Hal tersebut karena dalam penelitian ini secara simultan 

pengaruhnya hanya sebesar 29,61%. Selain itu dapat pula 

mengembangkan penelitian dnegan menggunakan instrumen yang 

berbeda dalam penilaian jawaban responden yakni dengan skal 

guttman. 
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